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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan, peran pemerintah,
dan pemahaman para pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya laut
dan pesisir di Indonesia melalui pendekatan Blue Accounting. Penelitian ini
menggunakan metodologi kualitatif dengan analisis literatur terhadap dua puluh
lima artikel yang relevan. Data dianalisis untuk mengidentifikasi tantangan utama,
peran pemerintah, dan pemahaman pemangku kepentingan dalam menerapkan Blue
Accounting. Pengelolaan sumber daya laut dan pesisir di Indonesia menghadapi
berbagai tantangan, termasuk infrastruktur yang kurang memadai dan rendahnya
kesadaran masyarakat. Peran pemerintah sangat penting dalam mengembangkan
peraturan, mengkoordinasikan upaya konservasi, dan melibatkan para pemangku
kepentingan. Pemahaman pemangku kepentingan terhadap Blue Accounting dan
kolaborasi multi-pemangku kepentingan telah terbukti efektif dalam mengatasi
tantangan-tantangan ini dan meningkatkan kesejahteraan sumber daya. Penelitian
ini memberikan wawasan tentang pentingnya peraturan yang kuat, pendidikan
publik, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam
pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Implikasi praktisnya adalah perlunya
pengembangan model akuntansi biru yang lebih terintegrasi dengan teknologi
informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan
pengelolaan lingkungan. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan Blue
Accounting berbasis data dan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan sumber

daya laut dan pesisir yang belum banyak diterapkan dalam penelitian sebelumnya.

Kata Kunci : Blue accounting, literasi, tantangan, pemahaman stakeholders, peran
pemerintah.
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ABSTRACT

This research aims to analyze the challenges, role of government, and
understanding of stakeholders in managing marine and coastal resources in
Indonesia through the Blue Accounting approach. This research uses qualitative
methodology with literature analysis of twenty-five relevant articles. The data was
analyzed to identify the main challenges, government role, and stakeholder
understanding in implementing Blue Accounting. Management of marine and
coastal resources in Indonesia faces various challenges, including inadequate
infrastructure and low public awareness. The government's role is critical in
developing regulations, coordinating conservation efforts, and involving
stakeholders. Stakeholder understanding of Blue Accounting and multi-stakeholder
collaboration have proven effective in overcoming these challenges and improving
resource welfare. This research provides insight into the importance of strong
regulation, public education, and collaboration between governments,
communities, and the private sector in the management of marine and coastal
resources. The practical implications are the need to develop a blue accounting
model that is more integrated with information and communication technology to
improve the effectiveness of environmental monitoring and management. The study
emphasizes the importance of data-based Blue Accounting approaches and multi-
stakeholder collaboration in marine and coastal resource management, which has

not been much applied in previous research.

KEYWORDS : blue accounting, literacy, challenges, understanding stakeholders,
role of government
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PERSPEKTIF LITERASI BLUE ACCOUNTING PADA SEKTOR
PARIWISATA DI INDONESIA

RINGKASAN

Latar Belakang
Literasi adalah kemampuan yang tidak hanya mencakup membaca dan

menulis, tetapi juga berpikir kritis dalam memahami, menganalisis, dan
menggunakan informasi, termasuk data digital. Dalam konteks Blue
Accounting, literasi menjadi fondasi untuk pengelolaan sumber daya laut dan
pesisir secara berkelanjutan, khususnya di sektor pariwisata Indonesia. Blue
Accounting sendiri adalah pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekonomi,
lingkungan, dan sosial, guna mendorong pengelolaan yang lebih transparan,
efisien, dan akuntabel.

Blue Accounting berakar dari konsep ekonomi biru yang menitikberatkan
pada pembangunan berbasis keberlanjutan. Pendekatan ini penting untuk
menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian
lingkungan, termasuk dalam sektor pariwisata. Namun, penerapan konsep ini
di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, seperti rendahnya kesadaran
masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya sumber daya manusia
serta keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan, peran pemerintah,
dan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap konsep Blue
Accounting. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercapai pengelolaan
sumber daya laut dan pesisir yang lebih baik dan berkelanjutan, serta
meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam pelestarian lingkungan di
sektor pariwisata. Penelitian ini juga memberikan kontribusi penting dalam
pengembangan literatur dan praktik di bidang akuntansi berbasis lingkungan.
Rumusan Masalah
Penelitian ini berfokus pada tiga pertanyaan utama:

e Apa saja tantangan utama dalam menerapkan Blue Accounting di

sektor pariwisata Indonesia?



e Bagaimana pemahaman para pemangku kepentingan terhadap konsep
Blue Accounting?
e Apa peran pemerintah dalam mendukung penerapan Blue

Accounting?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data sekunder
dari artikel-artikel terdahulu dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan
tema seperti tantangan, pemahaman pemangku kepentingan, dan peran
pemerintah. Analisis dilakukan untuk menemukan pola, manfaat, serta dampak

dari penerapan Blue Accounting.

Hasil
1. Tantangan

Penerapan Blue Accounting di sektor pariwisata Indonesia menghadapi
tantangan besar seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran
masyarakat, serta keterbatasan sumber daya finansial dan tenaga kerja. Selain
itu, persoalan seperti degradasi lingkungan, kegiatan ilegal, dan partisipasi
masyarakat yang masih rendah semakin memperburuk situasi, menghambat
upaya pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan.
2. Pemahaman Pemangku Kepentingan

Pemahaman pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan
sektor swasta, menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam
meningkatkan literasi lingkungan dan praktik keberlanjutan. Kolaborasi ini
mencakup pengumpulan data, sosialisasi, dan program pendidikan yang
mampu mendorong partisipasi aktif dalam pelestarian sumber daya alam,
khususnya di kawasan pesisir.
3. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengembangkan regulasi,
memastikan penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat

melalui pendidikan publik. Langkah-langkah pemerintah ini bertujuan



menciptakan pengelolaan sumber daya laut yang lebih efektif dan
berkelanjutan. Peran pemerintah juga mencakup penyediaan kerangka kerja
yang memungkinkan kolaborasi lintas sektor dalam pelestarian ekosistem laut

dan pesisir.

Kesimpulan dan saran
Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Blue Accounting di sektor
pariwisata Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti
keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya
sumber daya manusia serta finansial. Namun, pemahaman yang baik dari
pemangku kepentingan dan peran proaktif pemerintah dalam membuat
regulasi, memberikan pendidikan publik, serta membangun kolaborasi lintas
sektor telah menunjukkan potensi besar untuk mengatasi hambatan-hambatan
tersebut. Pendekatan berbasis data dan partisipasi multipihak terbukti efektif
dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan
pengelolaan sumber daya laut dan pesisir.
Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Blue Accounting, disarankan
agar pemerintah dan pemangku kepentingan mengembangkan model
pengelolaan yang lebih terintegrasi dengan teknologi informasi untuk
mempermudah pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Selain itu,
pendidikan dan pemberdayaan masyarakat perlu diperkuat melalui pendekatan
inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan aktif dalam
pelestarian lingkungan pesisir. Penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang
lebih luas juga diperlukan untuk memperkaya wawasan dan solusi terkait

pengelolaan sumber daya laut dan pesisir di Indonesia.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UNESCO, literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi,
memahami, menginterpretasikan, menciptakan, mengkomunikasikan, menghitung,
dan menggunakan dan tertulis dalam kaitannya dengan berbagai tujuan dalam
mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, dan untuk berpartisipasi penuh
dalam komunitas dan masyarakat (A'yuni, 2015). Gilster menjelaskan bahwa
konsep literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca tetapi membaca dengan
makna dan pemahaman. dengan makna dan pemahaman. Literasi digital mencakup
penguasaan ide, bukan penekanan tombol. Jadi, Gilster menekankan pada proses
berpikir kritis ketika berhadapan dengan media digital daripada kompetensi teknis
sebagai keterampilan inti dalam literasi digital, serta menekankan evaluasi kritis
terhadap apa yang ditemukan melalui media digital daripada keterampilan teknis
yang diperlukan untuk mengakses media digital. Gilster mendefinisikan bahwa
selain seni berpikir kritis, kompetensi yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk
belajar bagaimana mengorganisir pengetahuan, serta membangun sekumpulan
informasi yang dapat diandalkan dari beberapa sumber yang berbeda. (Gilster &
Glister, 1997)

Di era digital yang semakin maju, literasi menjadi kunci penting dalam
mendukung pemahaman konsep blue accounting di Indonesia. Literasi tidak lagi
berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis tetapi juga melibatkan
pemahaman yang mendalam terhadap informasi yang ditemukan, termasuk
informasi digital dan non-digital. informasi yang ditemukan, termasuk media digital
dan non-digital. Dalam konteks blue accounting, literasi dapat menjadi fondasi
dalam mengelola informasi yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.
Menggabungkan perspektif literasi akuntansi dengan blue accounting dapat
membantu memungkinkan pengembangan pengetahuan yang dapat diandalkan dari

berbagai sumber serta kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis yang



dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan dan

sosial dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Gagasan blue accounting, yang memberikan panduan untuk mengelola dan
melaporkan sumber daya air secara transparan dan berkelanjutan, sangat penting
bagi literasi dalam konteks kapasitas untuk memahami dan menerapkan informasi.
Pendekatan literasi memastikan bahwa data dan informasi mengenai kondisi dan
pemanfaatan sumber daya dapat diakses dan dipahami oleh semua pemangku
kepentingan, mulai dari manajer hingga masyarakat umum. Tingkat literasi yang
kuat dapat mendorong akuntabilitas, keterbukaan, dan daya tarik dalam Blue
Akuntansi dengan memfasilitasi kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam
proses pengambilan keputusan yang terdidik. Bersama-sama, mereka membangun
fondasi yang kuat untuk pelaporan yang transparan, peningkatan keterlibatan

masyarakat, dan pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Blue accounting sendiri merupakan turunan dari ekonomi biru, yang mencakup
pembangunan ekonomi berbasis lahan dan laut yang berkelanjutan seperti
pengembangan wilayah pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber
daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan pemeliharaan sektor pariwisata
pesisir. Secara umum, fokus ekonomi biru dimulai dari tahun 2013 hingga 2025
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Kelautan dan
Perikanan. Pengukuran keberhasilan pembangunan berkelanjutan dilihat dari

keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. (Syah et al., 2020)

Dalam penelitian (Syah et al., 2020) menyoroti pentingnya mengintegrasikan
informasi keuangan dan non-keuangan dalam akuntansi untuk mendukung
keputusan investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap
lingkungan. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya akuntansi konvensional
berevolusi untuk memasukkan data tentang dampak lingkungan, terutama pada
ekosistem laut, untuk mencegah konflik dan kerusakan lebih lanjut. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana, dan
menekankan bahwa informasi non-keuangan harus dimasukkan ke dalam laporan

keberlanjutan perusahaan. Pernyataan Syah sejalan dengan penelitian (Abreu et al.,



2019) yang mengatakan bahwa "Akuntansi biru akan berkembang dengan urgensi
yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena dikaitkan dengan lebih dari sekedar
akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, karena berkaitan dengan penilaian
dan pelaporan itu sendiri yang berusaha membantu para ahli dalam aspek-aspek
tertentu dari proses degradasi, penggunaan kembali, dan kerusakan oleh percepatan

yang luar biasa dari proses pembongkaran selama beberapa tahun terakhir".

Penelitian (Syah et al., 2020) merekomendasikan pengembangan konsep blue
accounting yang dapat diimplementasikan melalui peraturan di tingkat kementerian
atau daerah, untuk membantu mengelola ekosistem laut dan berkontribusi dalam
mengurangi kerusakan lingkungan. Hal ini menjadi dasar penelitian ini, dengan
menekankan pada upaya mitigasi kerusakan yang terjadi, maka konsep
keberlanjutan dapat diterapkan tanpa mengorbankan lingkungan dan generasi yang

akan datang atas tindakan yang dilakukan pada generasi saat ini.

Menurut (Prayuda, 2020) ia mengatakan konsep ekonomi biru dalam jangka
panjang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan,
pengelolaan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya laut. "Pertumbuhan biru
adalah istilah yang relatif baru yang dimaksudkan untuk mewujudkan pertumbuhan
ekonomi yang didasarkan pada eksploitasi sumber daya laut, sementara pada saat
yang sama mencegah degradasi, pemanfaatan yang berlebihan, dan polusi"
(Boonstra et al., 2018). (Prasetyo, 2020) menyatakan bahwa perumusan akuntansi
kelautan dan perikanan mengintegrasikan konsekuensi ekonomi dari pelestarian
ekosistem keanekaragaman hayati laut, hal ini berarti dalam akuntansi kelautan dan
perikanan, dampak ekonomi dari upaya pelestarian ekosistem dan keanekaragaman
hayati laut juga diperhitungkan. Hal ini memastikan bahwa aspek lingkungan
masuk dalam perhitungan ekonomi untuk mendukung keberlanjutan sektor

perikanan dan kelautan.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah untuk menganalisis sejauh mana
literasi akuntansi biru, baik dari segi tantangan yang dihadapi, peran pemerintah,

dan pemahaman para pemangku kepentingan, memengaruhi implementasi dan



efektivitas praktik tersebut di berbagai sektor maritim. Penelitian ini akan
membantu pemahaman di berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri,
Pemerintah, dan masyarakat sipil yang dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan, transparansi, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan.
Berdasarkan pernyataan tersebut, disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Apa saja tantangan utama dalam menerapkan akuntansi biru di sektor

pariwisata di Indonesia?

2. Bagaimana para pemangku kepentingan pariwisata memahami konsep

akuntansi biru?

3. Apa peran pemerintah dalam mendukung penerapan blue accounting di

sektor pariwisata?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan, peran pemerintah, dan
pemahaman para pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya laut dan
pesisir di Indonesia melalui pendekatan Blue Accounting. Penelitian ini
menggunakan metodologi kualitatif dengan analisis literatur terhadap dua puluh
lima artikel yang relevan. Data dianalisis untuk mengidentifikasi tantangan utama,
peran pemerintah, dan pemahaman pemangku kepentingan dalam menerapkan Blue

Accounting.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur
terkait blue accounting dengan menyoroti pentingnya pendekatan
berbasis data dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Dengan
mengintegrasikan konsep keberlanjutan, literasi lingkungan, dan
keterlibatan masyarakat, penelitian ini memperkaya wawasan teoretis
mengenai akuntansi berbasis lingkungan yang mendukung pembangunan

berkelanjutan.



1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam
meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya laut dan pesisir.
Penekanan pada regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, serta
pendidikan publik memberikan langkah-langkah konkret untuk
mengatasi kendala seperti infrastruktur yang buruk, rendahnya kesadaran

masyarakat, dan keterbatasan sumber daya keuangan maupun manusia.



